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karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga
terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul ”PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA (Studi Kasus Polresta Medan) ”. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan

untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
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ABSTRAK

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak
hukum dalam proses pidana. Polisi adlaah penegak hukum jalanan yang langsun berhadapan
dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, "FFungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga
menegaskan "Kepolisian Negara Rl bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamana dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum,
terselenggafanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum
dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi
artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya
terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya
setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi
Polri mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman schingga menjadi pendorong
secangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar
dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar - benar jadi
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar

tercipta clean governance dan good governance.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univers}'&@éel\s/[seg?&f/i\f%pository uma.ac.id)5/8/24



Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....

BAB 1

PENDAHULUAN

Komponan peradilan yang cukup urgen dalam Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut
salah satu adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai
penyidik. Di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar
atau kita baca berita yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang
dilakukan polisi dalam interogasi.

TAP WIUZOOO mengatur tentang pemisahan TNI dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 : ”Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai
dengan peran dan fungsinya masing-masing”. Hal ini berarti bahwa Polri adalah
institust yang mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak
tergantung pada institusi sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan,
tugas dan fungsinya, suatu organisasi kepolisian, merupakan tugas tersendiri bagi
POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan
pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik materiil
maupun formil serta hukum pelaksanaan pidana, di mana KUHAP dibuat sebagai
pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat dan

martabat manusia dalam proses pidana.
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Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana
kerja para hamba dan pengabdi hukum itu (Polisi, Jaksa dan Hakim) belum
sepenuhnya dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik yang memaksa
tersangka agar mau mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun
tuduhan itu tidak benar bahkan tersangka harus luka, cacat dan kadang ada yang
meninggal dunia. Pada hal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan
sebelum persoalan dibawa ke penuntut umum dan ke pengadilan tidak dibenarkan
memaksa tersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering terbukti setelah
persoalan sampai ke penuntut umum, tersangka akan membuat kembali
pengakuannyé yang pernah diucapkan di hadapan penyidik yang tertuang dalam
berita acara pemeriksaan (BAP), dengan alasan dipaksa untuk mengaku, dan jika
tidak mau harus siap menerima perlakuan kekerasan dari pihak penyidik.

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengatur tentang tersangka harus
memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik atau hukum. Dalam
pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap
tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini haruslah
diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada free
will (kehendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak
diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas.
Tidak terpenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang

diperoleh secara tidak sah.
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Demikian juga sangat tegas dicantumkan dalam Pasal 117 KUHAP di
mana jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik,
diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun. Yang
menegaskan tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar
kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik
penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun tekanan
dari penyidik maupun dari pihak luar.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari ;uatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara
pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan
proses peradilan. Jadi selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, perlu
diusahakan keterangan yang benar dan jujur dari tersangka tanpa adanya unsur
paksaan maupun kekerasan yang dapat mewarnai atau menodai kebenaran dari
keterangan tersangka.

Apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya
tindakan kekerasan (violence) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat
mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan
selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan.
Bagi pthak Kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan
alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat

membatalkan suatu dakwaan terhadap terdakwa karena keterangan yang
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BABII
TINJAUAN UMUM

TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik
1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan
vang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu
oeristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat
iilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya
diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap® atau
iiduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya
iiletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan
membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian
nenyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab [ mengenai Penjelasan
Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
vang diatur dalam undang-undang in1 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

uktl itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam
sengertian penyidikan adalah :

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan

yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan genyidikan ialah mencart dan mengumpulkan bukti, yang dengan
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b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat
sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan I1/a);
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau

pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu
pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada
dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus,

yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

B. Wewenang Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun
pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik
yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa
sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang
merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu
sendiri antara lain adalah:
Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP)
Kedua, menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya
suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan

penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
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Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut
umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),

Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang
merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.
(Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika
penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi,
penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut
umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan
dan tindakan lain dalam rangka penyidikaﬁ (Pasal 11‘2 ayat (2)KUHAP),

Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada
orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk
mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh
penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka
(Pasal 116 ayat (4) KUHAP),

Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh
tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),

Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi,
setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),

Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan

dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
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Keempatbelas alam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu

menjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal
126 ayat (1) KUHAP),

Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah
kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau
keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126
ayat (2) KUHAP),

Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan
penyitaan (Pasal 128 KUHAP),

Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat
minta kéterangan <tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa
atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2)KUHAP),
Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya,

keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),

Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1)

KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c¢. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melkpkapmenapgkopin pepahanan, penggeledahan dan penyitaan;
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1. Pemeriksaan tersangka;

2. Penangkapan;

3. Penahanan;

4. Penggeledahan;

5. Pemasukan rumabh;

6. Penyitaan benda;

7. Pemeriksaan surat;

8. Pemeriksaan saksi;

9. Pemeriksaan tempat kejadian;

10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan

11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

C. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut
persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah
diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi,
sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan
asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat
martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan
manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek
pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang
dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip
hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai diperoleh putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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d. Dukungan Teknis Penyidikan
e. Administrasi Penyidikan
f. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian
yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta
dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan
yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat
kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-
batasan keglatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenégaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia.

Di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan
kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan
informasi, keterangan atau pengakuan;

b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses
hukum atau secara sewenang-wenang

c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;

d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil
penyelidikan;

e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik

dajgqyvepgkd AEMESDRAGARIEAD, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam
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peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terg]apat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang

menyebutkan:
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya,
kecualt atas persetujuan yang diperiksa;
b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak
terperiksa,
c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal
pemeriksaan;
d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan,
e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-
‘ beniék, menakuti atau mengancam terperiksa;
f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan
maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
1. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan rahasia jabatannya;
j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan
tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan
tanpa alasan yang sah;
I. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah,

makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
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harkat, martabat dan harga diri serta hak asast yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka
telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh
pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2 Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal51)

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan
pada tingkat penyidikan dan pet.lgadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAi’). ‘

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada
tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu
mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih
penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara
yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka

mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan

yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau
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15, TRV S SR [ AICELE A N e REANAM g terbuka untuk umum (Pasal
64).

16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau
seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).

18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih.

Juga pasal 95)

Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka telah
terlibat dalam suatu tindak pidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi.
Hal_(—hak tersébut antara lain dapat meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan terbukti serta mengetahui apakah orang
yang didakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Untuk mengetahui apakah seseorang yang
disangka melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Hal
tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, serta harus dibuktikan melalui
proses persidangan di Pengadilan. Dalam upaya membuktikan bahwa seseorang tersebut
disangka telah melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan asas
Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang tercantum dalam Pasal 8 UU No 4
Tahun 2004 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

"setiap orang yang disangka , ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan

wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hikum tetap”.
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Berdasarkan asas praguga tidak bersa?ai}l) maka jelas dan wajar bahwa tersangka

dalam proses penyidikan wajib dihargai hak-haknya. Hal ini tidak lain untuk menetapkan
tersangka dalam kedudukan yang semestinya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
manusia. Didalam hukum Acara Pidana, selain asas Praduga tidak bersalah juga dikenal
berbagai asas hukum yang lainnya yang tidak kalah penting antara lain; perlakukan yang
sama dimuka hukum; harus adanya perintah tertulis dari pejabat yang berwenang; adanya
ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut terhadap tersangka
atau terdakwa; asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan,bebas, jujur, dan tidak memihak;
asas memperoleh bantuan hukum yang seluas-luasnya; asas pemeriksaan dimuka hukum; asas

pengawasan terhadap tuntutan.

Asas-asas yang tercantum didalam Hukum Acara Pidana ini dimaksudkan agar
tersangka ataupun terdakwa merasa di"manusiakan" dan merasa memiliki perlindungan
hukum dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa terjamin.
Upaya penegakan hukum pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, yang dalam hal ini
adalah ditingkat penyidikan, diselaraskan dengan hak yang telah ada pada tersangka sejak
dilahirkan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
sepanjang hak tersebut disesuaikan dengan upaya penegakan hukum oAbjektif sebagai reaksi
atas perbuatan pidana. Bahwasanya semua warga negara mempunyai hak yang sama dimuka
hukum dan pemerintahan, hal tersebut merupakan norma hukum yang melindungi hak
tersangka. Penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas
tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dari pada itu dalam hal tesangka
disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lima

tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP). Jika
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asas Fere et kT R R A et Yenadr penginghaian terhadap prinsip fundamental

negara hukum.

E. Tugas Fungsi dan Wewenang POLRI
Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu
kewaktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah
lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun social budaya.Begitu pula dengan
tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri). Dari masa berdirinya
Poln sebagaimana disyahkan dalan; Undang + Undang Dasar (UUD)tanggal 18 Agustus
—
1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan.
Apabila dahulu pada masa awal disyahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan
tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemérdekaan,‘
maka padasaat sekarang ini berdasarkan Undang + Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian
Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalammemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut
Polrimenjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak azazi manusia
serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat Hal initidakklah mudah bagi
Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai
pelayan masyarakat.Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan
menggunakan hati nurani ditengah - tengah masyarakat.

Tugas, peran dan fungsi Polri sejak masa berdirinya sebagaimana disyahkandalam

Undang - Undang Dasar (UUD) tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengansekarangmengalami

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UniversK@Eel\s/[seEFMf%pository uma.ac.id)5/8/24



Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....
«perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dariketentuan Undang - Undang yang

mengatur tentang Polri.

a. Undang Undang No 13 tahun 1961 tentang ketentuan - ketentuan pokok Kepolisian
Negara.

Pasal 1(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugasmemelihara
keamanan di dalam negeri.(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu
menjunjung tinggthak-hak azasi rakyat dan hukum negara.Pasal 2Dalam melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

(1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya perllyalgit-penlyakitmasyarakat.
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakattermasuk memberi perlindungan
dan pertolongan.
e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan
negara.

(2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut
ketentuan-ketentuan dalam undang-undangHukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan
Negara

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakanmasyarakat dan negara.

(4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya olehsuatu peraturan

Negara
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enurut naéang - Undang No "2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.
1. Pasal 2

Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus.

b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau

B Bentuk;bentuk pc;ngamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan
¢ melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanandalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional

yangmerupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimanadimaksud dalam ayat

(1).
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AB

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Azasi Manusia

Hak Asasi Manusia (yang sélanjutnya dalam skripsi ini disingkat HAM) berkembang
dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropah. HAM tersebut
semula dimaksudkan untuk melindungt individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa
(raja). Namun dalam perkembangannya HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan
hak semua orang (L_miversal) tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) tahun 1948.

Dengan dituangkannya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah membawa konsep tatanan dalam rezim-rezim
baru yang terlibat dalam pembangunan institusi maupun konstruksi demokrasi berpandangan
bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah
kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM. Konsep HAM yang sebelumnya
cendrung bersifat theologies, filsafati, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa
dan bernegara dalam konsep modern akan cendrung kesifat yuridis dan politik , karena
instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional
batk tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi,
kovenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan
membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis
dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan
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HAM harus termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses
penegakan hukum akan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat penegak
hukum dan aparatur pemerintah.

1. Sejarah Pengaturan HAM di Indenesia B

Pembicaraan mengenai HAM , pada awalnya dikenal di dunia Barat. Dimulai dari
abad XVII yang merupakan tonggak dikonsepkannya hak asasi manusia yang bersumber dari
hak kodrat yang mengalir dari hukum kodrat dengan hak politik. Pada abad XVIII Hak-hak
kodrat dirasionalkan dalam kontrak sosial dan mulai dipikirkan tentang kebebasan sipil
individualisme kuantitatif. Pada abad XIX pemikiran berkembang dengan dukungan etik dan
utilitariz;.n dan munculnya paham sosialisme serta hak-hak partisipasi individualismé
kualitatif . Pada abad XX berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya
kodrat menjadi hak-hak hukum (positif) dan hak-hak sosial (sosiale grondrechten). Pada
masa ini munculnya Piagam PBB. Sebagai salah satu negara anggota PBB, mewajibkan
Indonesia melakukan ratifikasi instrumen HAM Internasional sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaturan
HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen belum tercantum secara transparan. Setelah
dilakukannya amandemen I sampai dengan amandemen IV UUD 1945, ketentuan tentang
HAM tercantum dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. HAM bukanlah wacana yang
asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan mengenai HAM
dalam ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam
tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal

perdebatan HAM, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal

bangkityh §5des Rigw Afahipp A966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk
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dengan sangat serius. Meski demikian pada periode-periode emas tersebut wacana HAM

gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi.

Perkembangan demokrasi dan HAM pada era orde baru belum berjalan dengan baik.
Meski demikian terdapat beberapa peraturan yang menyangkut tentang HAM yang lahir pada
masa orde baru. Hal tersebut lebih disebabkan faktor keanggotan Indonesia sebagai anggota
PBB, penghormatan terhadap Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM serta untuk
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip
kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas Hukum telah
menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Hak-Hak Anak,

3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional HAM.

Upaya memasukan HAM dalam konstitusi yang selalu gagal lebith disebabkan oleh
kepentingan politik penguasa pada era orde baru. Upaya lain yang ditempuh yakni berbagai
pthak melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM melalui MPR dalam sidang-
sidang awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta
kewajiban Warga Negara. Piagam tersebut pada akhirnya juga tidak diberlakukan karena
kepentingan politik dan beranggapan bahwa masalah HAM telah diatur dalam berbagai
peraturan perundnag-undangan. Untuk menghapus kekecewaan pada kepada bangsa

Indonesia terhadap piagam HAM, maka MPR pada sidang Istimewanya pada tanggal 11

Nopaubgrr$PPR S wamsahkanR ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan
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menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada
seluruh masyarakat. Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya
Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
Indonesia 1998-2003 atau yang disebut RAN HAM. Dalam Keppres tersebut ditegaskan
bahwa RAN HAM akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program
5 (lima) tahunan vyang akan ditinjau- dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.
Perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam liﬁgkup dorﬁestik mal;pun
Internasional dan kehadiran Kementrian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada Kabinet
Persatuan Nasional (yang kemudian digabungkan dengan Depatemen Hukum dan Perundang-
undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) membuat RAN HAM
harus disesuaikan.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 129 Tahun 1998 maka ditetapkanlah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan penetapan dari pengesahan Convention
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
{Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak
“anusiawi atau Merndahkan Martabat Manusia) Pada tanggal 23 September 1999
diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang

selanjutnya dalam makalah ini disingkat UU HAM) yang berlandaskan pada Ketetapan MPR

Nomor XVII/MPR/1998. Selain diatur mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar
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Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai

kalau diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah,
antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan HAM dapat menjadi masalah.
Ketika hal ini menjadi bagian dari kemauan pemerintah internal, benturan dalam masyarakat
bisa saja terjadi, khususnya antara suprastruktur dan infrastruktur. Konflik terjadi sebagai
akibat adanya perbedaan titik tekan prioritas. Kalau prioritas ditekankan kepada stabilitas
dengan alasan memperkuat lebih dahulu basis ekonomi, pemberian HAM dapat dinomor
duakan. Sistem politik sentralistik yang menerapkan sistem ini. Sebaliknya, sistem politik
demokrasi dapat memberikan kebebasan dan menjamin Hak Asasi. Ketentraman dan
kepuasan batin warga menjadi prioritas utama. Aturan hukum yang diciptakan cukup

akomodatif.

Untuk mengamati kedudukan HAM dalam sistem hukum di Indonesia diperlukan analisa
terhadap unsur dalam sistem hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat
tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (Structure), substansi (Substance) dan Kultur
Hukum (Legal Culture)-Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui eksistensi HAM dalam

sistem hukum I[ndonesia selain pada tataran konsep juga dalam tataran praktek.

1. Substanst Hukum (Legal Substance)

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum
vang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi
juga mencakup hukum yang hidup (/iving law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab
undang-undang (law books). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan
sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara
warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu
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sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik. Substansi hukum
berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat
undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat
dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk

perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Dalam kaitannya dengan HAM, negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang
menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila, ditambah dengan Pembukaan UUD
1945 dalam alinea pertama yang menyatakan: Kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta
penjajahan harus dihe;puskan. Serta dalam alinea kedua yang menyatakan: Kemerdekaan

negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Pemasukan unsur-unsur HAM dalam peraturan perundang-undangan telah disadari oleh para
pendiri negara Indonesia sebagai sesuatu yang wajib ada dalam negara yang berasaskan
demokrasi. Dalam tataran makro, HAM telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-udangan oleh lembaga
politik/DPR dan dioperasionalkan/dilaksanakan oleh pejabat/aparat negara dalam bentuk
peraturan pemerintah/peraturan lainnya sebagai pegangan para pejabat. Sebagaimana telah
dijelaskan diatas, konsep HAM yang berlaku secara universal melalui hukum Internasional
membebankan kepada Indonesia sebagai salah satu anggota PBB untuk meratifikasi kedalam
peraturan perundang-undangan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, Salah satu contoh adalah Konvenan Internasional Hak-Hak Sipol (International

Covenan on Civil and Political Rights) yang dalam makalah ini disingkat ICCPR.
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ICCPR dapat diklasitikasikan dalam dua bagian yakni: Non Derogable

Non Derogable adalah Hak-hak vyang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi
pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak
yang termasuk jenis ini, yakni: Hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari
perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal dari memenuhi perjanjian (seperti: hak
bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, hak atas kebebasan
berfikir, keyakinan dan agama). Pelanggaran terhadap hak jenis ini akan mendapatkan

kecaman sebagai pelanggaran serius HAM (Gross Violation of Human Rights).
1. Derogable

Derogable adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-
negara pthak. Termasuk dalam jenis hak ini yakni: hak atas kebebasan berkumpul secara
damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat
buruh, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi termasuk kebebasan
mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan (lisan-tulisan).
Negara-negara pihak diperbolehkan mengurangi atas kewajiban dalam memebuhi hak-hak
tersebut. Akan tetapi pengurangan hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman
vang dihadapi dan tidak diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional, ketertiban

umum, menghormati hak atau kebebasan orang lain.

D1 Indonesia, selain UUD 1945, keberadaan hak-hak sipil yang sesuai dengan Konvenan
Sipil dan politik termuat dalam banyak peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian

secara material, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas:
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1 M BERIPAR peru%gano un gan SRR Mmengenar hukum HAM, seperti Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan perundang-undangan lainya yang didalamnya memuat ketentuan yang

berkaitan dengan HAM, baik secara eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat).

Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan diluar peraturan perundang-undangan
yang khusus mengatur mengenai HAM yang bertentangan dengan HAM. Sehingga perlu
melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan
KUHAP, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM. Banyak sekali pasal-pasal dalam
berbagai Undang-Undang yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan HAM. Termasuk
beberapa Undang—Undaﬁg yang dihasilkan dalam era reformasi. Hal-ini sebagai konsekuensi
dari karakter rejim sebelumnya yang memang anti HAM, sehingga dengan sendirinya produk
perundang-undangan kurang atau sama sekali tidak mempertimbangan masalah HAM. Dalam
konteks ini, maka agenda tersebut sejalan dan dapat disatukan dengan agenda reformasi
hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang paling
mendasar seperti kovenan sipil-politik dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya berikut

peraturan pelaksanaanya.
1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi
semacam  bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan
institusionalisasi kedalam beradaan hukum. Struktur hukum disini meliputi lembaga negara
penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat dan lembaga penegak

nukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Kewenangan lembaga
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penegak Rukim diamin oleh ungzrmg—urf/ddang. @e%lngga dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Termasuk dalam struktur hukum yakni hirarki peradilan umum di Indonesia dan unsur
struktur yang meliputi jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya, jumlah hakim agung dan

hakim lainnya.

Dalam tataran hukum normatif, dengan amandemen, UUD 1945 sebenarnya sudah dapat
dijadikan sebagai dasar untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM.
Tetapi dengan adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, secara institusional
maupun hukum materil (hukum positif), menjadikan perangkat organik untuk menegakkan
hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum

dalam rangka perlindungan HAM menjadi kuat.

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat
sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan
HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya
penegakan hukum. Pada tataran implementasi, memang masih banyak kelemahan dari kedua
lembaga tersebut, akan tetapi dengan adannya Komnas HAM dan peradilan HAM dengan
sendirinya upaya-upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini memiliki dua
pijjakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta
Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat
diproses sampai di pengadilan. Perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka
supremasi hukum karena telah memperoleh pijakan legal, konstitusional dan institusional
dengan dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan hukum. Pengembangan
kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dengm‘ggy;gsggﬁgmggmﬁi hukum dan perlindungan HAM. Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UniversK@Eel\s/[seEFMf%pository uma.ac.id)5/8/24



Prioritas utama. gﬁfﬁ%TSke%eé?ﬁ%am&“?‘npﬁﬁﬁ )I?ia .hkfndj&gga?fﬁ meningkatkan kapasitas hakim,
jaksa, polisi, panitera dan unsur-unsur pendukungnya dalam memahami dan menangani
perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan HAM. Termasuk didalamnya mengenai
administrasi dan pelaksanaan penanganan perkara-perkara hukum mengenai pelanggaran

HAM.

Permasalah HAM baru masuk secara resmi dalam sistem peradilan kita semenjak bergulirnya
reformasi. Sehingga dapat dilihat masih banyak, aparat penegak hukum kita yang tidak
memahami persoalan HAM. Terlebih lagi untuk menangani perkara hukum di peradilan yang
pembuktiannya amat pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM PBB. Oleh sebab itu
institutional capacity building di instansi-instansi Negara yang terkait dengan masalah HAM

ini.menjadi amat penting dan mendesak.
1. Kultur Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,
pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam
konteks HAM, peran serat masyarakat sangatlah penting. Dilihat dari sejarah, adat kebiasaan,
hukum, tata pergaulan dan pola bangsa Indonesia pada umumnya terdapat indikasi yang
cukup kuat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan mengenal ide yang berkaitan dengan
HAM. Bukti empiris yaitu adanya ungkapan-ungkapan yang sudah dikenal sejak nenek
moyang, seperti istilah rembug desa, adat pusako jo koto, mufakat, gotong royong, tut wuri

handayani, kabukit samo mendaki ka lurah samo menurun, musyawarah, dan lain-lain.

Proses perkembangan masyarakat Indonesia telah mempertemukan asas hukum adat dengan

sistemNIVERS PAMEDWNYA RBIAL secara terus menerus, sehingga terjadi interaksi dan saling
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sent PR & Bre IR B 1 R & AL R A A A A A R IR imbangan masalah HAM. Dalam
konteks 1ini, maka agenda ini sejalan dan dapat disatukan dengan agenda
reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang
paling mendasar seperti kovenan sipil-politik dan kovenan hak ekonomi, sostal dan budaya
berikut protokol operasionalnya. Dari segi ukuran maupun substansi serta permasalahannya
hal ini merupakan agenda raksasa. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,
tetapi perlu melibatkan masyarakat yang memiliki perhatian yang sama seperti kalangan
LSM bidang hukum. Dan untuk itu pula perlu dibuat skala prioritas supaya

perencanaannya realistis dan pelaksanaannya dilakukan bertahap.

Ketigé, menge£nbangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan
instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
Dalam kesempatan ini, saya tidak ingin ikut membicarakan persoalan memburuknya
kondisi system peradilan kita, akan tetapi yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan
kelembagaan ini adalah meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, polisi, panitera dan unsur-
unsur pendukungny dalam memahami dan menangani perkara-perkara hukum vyang
berkaitan dengan' HAM. Termasuk didalamnya mengenai administrasi dan pelaksanaan
penanganan perkara-perkara hukum mengenai pelanggaran HAM. Ini  harus disadari
betul mengingat masalah HAM baru masuk secara resmi dalam beberapa tahun terakhir ini
saja dalam sistem peradilan kita. Bahkan, perlu diakui secara jujur masih banyak,
kalau tidak mau dikatakan pada umumnya, aparat penegak hukum kita yang
tidak memahami persoalan HAM. Lebih-lebih untuk menangani perkara hukum di peradilan

yang pembuktiannya amat pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM
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secara politik. Pengalaman panjang mereka dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan

kebijakan pemerintah dalam penegakan HAM.

Apalagi, sebagaimana saya kemukakan di bagian awal, dengan mengacu
kepada sejarah perjuangan bangsa maka perjuangan untuk menegakan, menjunjung
tinggi dan  menghormati hak-hak  asasi manusia  dengan sendirinya harus
menjadi kewajiban semua pihak. Dengn lain perkataan, menjadi komitmen Nasional.
Lebih- lebih Indonesia sudah memberikan komitmennya sebagai warga bangsa-
bangsa didunia yang terikat dengan Piagam Universal Declaration  of Human
Rights. Ini merupakan konsekuensi masuknya Indonesia ke dalam masyarakat
dunia ketika menandatangani piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation Charter)
pada tahun 1950 di fnéna bangsa dan negara kita mengikatkan diri-untuk
tkut mempromosikan HAM. Hal ini berarti bahwa bangsa dan negara kita sejak saat itu wajib
menjunjung tinggi dan menjamin berlakunya HAM kedalam dan keluar, di dalam kehidupan

berbangsa dan dalam kehidupan antar bangsa-bangsa.

Sekalipun hal itu merupakan komitmen  internasional, menurut hemat saya bagi
bangsa dan negara kita bukan sekedar komitmen Internasional melainkan harus
dipandang dan  disadari sebagai bagian dari janji para pendiri  bangsa untuk
memerdekakan manusia Indonesia setelah gerbang kemerdekaan dapat diraih. Dengan
sendirinya  di dalamnya terkandung tekad dan ikrar bangsa yang harus
terwariskan  terus-menerus  untuk memajukan kehidupan  rakyat Indonesia,
menegakkan hak-haknya, baik secara orang perorangan (individual) maupun sebagai
masyarakat bangsa dan negara. Menurut hemat saya, percuma  berusaha

medprEERSIFAS MEOANIARBAngsa dan Negara di mata masyarakat internasional jika di
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dalam negeri sendirt rakyat dan bangsanya masih terjajah, diperbudak dan

rakyatnya dijadikan kuli oleh penguasa dari bangsanya sendiri. Untuk itu, menurut hemat
saya, mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, melalui penegakkan HAM haruslah
menggunakan perspektif Indonesia  sendiri dengan mengacu kepada sejarah perjuangan

bangsanya yang amat panjang dan penuh dengan penderitaan.

Kenapa perjuangan HAM harus diletakkan dalam perspektif Indonesia, jawabannya
sederhana sekali, vyaitu adalah karena kita semua orang Indonesia atau anak
bangsa yang terikat kepada Sumpah Pemuda yang sudah ditkrarkan pada tahun
1928 yaitu bahwa kita akan memerdekakan semua orang Indonesia  apapun latar
belakang  suku, - agama, keturunan, warna kulit, dan daerahnya di dalam satu
bangsa yang merdeka vyaitu Negara Indonesia. —Berangke;t dart pemikiran tersebut,
maka penegakan prinsip-prinsip HAM yang mengacu pada  perumusan HAM
universal tidak  boleh  ada maksud lain lain kecuali untuk memerdekakan manusia
Indonesia; dan itu merupakan perjuangan untuk keseluruhan anak bangsa, bukan perjuangan
yang ditujukan hanya atau untuk satu dvua suku bangsa atau daerah saja. Bahkan
kalaupun perjuangan HAM itu, karena satu dan lain sebab, terpaksa “dibatasi” pada
perjuangan untuk meningkatkan HAM salah satu suku bangsa atau daerah tertentu saja,
maka tindakan semacam itu pun, menurut hemat saya, harus diletakkan dalam proporsi
membangun bangsa Indonesia. Bukan untuk membangun satu suku atau daerah saja
sehingga karena daerah-daerah lainnya merasa terdiskriminasikan lalu mengambil jalan

memisahkan dirt dari ikatan persatuan bangsa Indonesia secara keseluruhan sebagaimana

diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.
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Hal terakhir int penting 1sadari  ole semua akfifis

pembela HAM di  dalam
negeri berkaitan dengan Perjuangan bersama dan kerjasamanya dengan pihak aktifis dan para
pejuang HAM dari pihak asing (Luar  Negen) yang juga bermaksud memperjuangkan
dan meningkatkan hak-hak suku-suku bangsa, agama, keturunan, ras, daerah dan latar
belakang sosial budaya tertentu yang ada di Indonesia. Pejuang dan aktifis HAM dalam
negeri dan aktifis HAM asing, bisa saja bersatu dalam satu front perjuangan penegakan
HAM untuk satu suku, agama, daerah dan lain-lain dengan tujuan yang sama
untuk memajukan dan meningkatkan kondist HAM_ bagi suku, agama, daerah
tertentu. Namun demikian, para aktifis HAM dari organisasi apapun baik LSM,
ORNOP, kalangan Gereja, kalangan Islam dan lain sebagainya haruslah waspada
terhadap kemungkinan adanya motif-motif yang tujuan akhirnya adalah berbeda
bahkan Bertentangz;n denga;1 ikrar Sumpah Pemuda yang sudah menjadi komitmen
Nasional kita semua. Perbedaan motivasi ini perlu diperhatikan kalangan aktifis
HAM Indonesia, karena tidak mustahil kalangan aktivis HAM asing memiliki tujuan yang
lain yang lebih jauh vyaitu dengan memperjuangkan dan meningkatkan HAM suku-
suku, agama ataupun daerah dan lain-lain yang mendorong bagian dari masyarakat bangsa

ini melepaskan diri dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Jika  ada motif tersembunyi dari kalangan aktivis HAM asing itu, maka
konsekuensinya berdampak negatif terhadap persatuan bangsa dan keutuhan negara Republik
Indonesia. Sebaliknya, perjuangan HAM Indonesia yang didasarkan motivasi dan tujuan
untuk memajukan harkat Dan martabat bangsa akan membawa efek positif: memperkokoh
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, perjuangan HAM itu

tidak lepas dart perjuangan untuk memperkokoh dalam membangun terus bangsa dan

negany v ERGYTESsaM BaAN AR cita-citakan bersama. Dengan demikian pula perjuangan
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Undang-undang in1 selain berisi tentang aturan-aturan dalam penghormatan dan perlindungan

HAM, juga berisikan sanksi-sanksi bagi para pelaku pelanggaran HAM. Hak asasi manusia
yang diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas
kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak
anak.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini
mengatur pelaksanaan proses pengadilan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.
Namun undang-undang ini tidak dapat berlaku surut artinya para pelaku kejahatan
kemanusiaan atau pelanggar hak asasi manusia itu jika terjadi sebelum undang-undang ini
disahkan maka mereka tidak dapat dituntut di muka pengadilan, dan para pelanggar hak asasi
tersebut akan luput dari jeratan hukum. - ‘
- Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM.
Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, dan menjadi tonggak sejarah dalam proses penegakkan hak asasi manusia di
Indonesia. Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia
masth tetap terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi
manusia yang terjadi karena tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparatur
penegak hukum ataupun oleh masyarakat itu sendiri.

1. HAM sebagaimana Terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999
Dengan dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menunjukkan

bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

MepNwWERS I NS MEDANMREY tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak
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yang melekat pada hakikat keberadaan manusta sebagai makhluk Yang Maha Esa dan

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

Di dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap
anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

¢. penelantaran

d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

e. ketidakadilan

f. perlakuan salah lainnya

Sedangkan di dalam pasal 15 undang-undang tersebut dijelaskan tentang kewajiban setiap
anak yaitu :

a. menghormati orang tua, wali dan guru

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

c. mencintai tanah air, bangsa dan negara d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya

e. melaksanakan etika dan akhlak mulia

Didalam pasal 26 Undang-undang itupun dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab
orang tua yaitu:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

C. DRIVERSIEASMBR ARTEREA2n pada usia anak-anak
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e. Adanya prinsip keseimbangan, yang artinya bahwa hak dan kewajiban asasi setiap warga

negara sama. Oleh karena itu pencapaian dan penerapan keduanya haruslah didasarkan pada
prinsip keseimbangan. Akan tetapi kenyataan di masyarakat, kecenderungan secara umum
masyarakat lebih mengutamakan kepentingan hak-haknya dan mengabaikan kewajiban
asasinya. Sehingga ini mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang akhirnya
menghambat proses penegakan HAM.

1. Instrumen HAM Nasional
Hak asasi manusia menggelora di Indonesia diawali ketika terjadi revolusi sosial tahun 1997,
Ditandai turunnya kepimpinan orde baru, mulailah babak baru yang disebut dengan era
reformasi. Dalam era reformasi ini menggema berbagai tuntutan perlunya menegakkan hak
asasi manusia.
Ketika Presiden BJ Habibie berkuasa, terbentuklah suatu undang-undang yang mengatur
tentang hak asasi manusia, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Walaupun jauh sebelumnya telah
dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden
No. 50 Tahun 1993, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia terabaikan.
Beberapa instrumen yang dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan hak asast manusia di
Indonesia adalah:
a. Bab XA Pasal 28A — 28] UUD 1945
b. Deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948
¢. UU No. 39 Tahun 1999

1. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

1. Mendukung upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
Sebagai warga negara, tanpa harus membedakan kedudukan atau status sosialnya,

mempunyal peran dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam proses penegakan hak
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Partisipast yang dapat g%en an ole se%/lap warga negara dalam upaya penegakan HAM

antara lain:
a) Penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat
- Mematuhi norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
- Bersama-sama dengan warga masyarakat ikut mencegah perbuatan yang mengarah pada
pelanggaran HAM.
- Menghindari sikap dan perbuatan yang dapat merendahkan, melecehkan dan menodai nilai-
nilai kemanusiaan.
b) Penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:
- Mematuhi dan menaati berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam negara.
- Menghindari sikap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
- Bersama-sama aparat penegak hukum mencegah terjadinya perbuatan yang mer;garah pada
pelanggaran HAM.
- Melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat kepada
aparat atau pihak berwajib (Komnas HAM).
- Bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan dalam upaya penegakan HAM.

1. Melakukan upaya dalam pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam

lingkungan masyarakat

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan
HAM di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemantapan budaya
penghormatan hak asasi manusia melalui usaha sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan
dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran ke seluruh anggota masyarakat, terutama
aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para

pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.
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ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cara
dan sarana penyampaian hendaknya memperhatikan tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada
dan dipandang tepat.

Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan
proses panjang, mengingat sifat hak asasi manusia sarat dengan nilai. Pendidikan hak asasi
manusia merupakan proses yang dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan oleh siapa
saja dalam rangka pembentukan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang rasional dan
bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia yang berdimensi
hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan menuju masyarakat
adil dan makmur.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalﬁm rangI;a pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat antara lain:

1. Melakukan himbauan untuk menghentikan berbagai macam konflik yang sedang terjadi
antar-kelompok manusia, kelompok etnis, kelompok bangsa tidak terkecuali antar-penganut
agama, baik dalam agama yang sama maupun yang berbeda.

2. Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik
untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Adapun dialog antar-pthak yang terlibat konflik
dapat terjadi apabila :

- Ada kemauan yang tulus dari pihak yang berdialog.

- Semua pihak peduli dan bertekad mencapai titik temu, saling menghormati, menempatkan

diri dipihak yang diajak berdialog.
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Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi
Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak

mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan

benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999

tentang HAM).

Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terthadap
satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa
tersebut. Genosida ,men-lpakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam
yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
genosida 1alah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan
mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam

kelompok ke kelompok lain.

Ada pula istilah genosida budaya yang berartt pembunuhan peradaban dengan melarang

penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan
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Contoh genosida

o Pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum
Masehi.

» Pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM.

o Pembantaian suku bangsa Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia
sejak abad ke-7.

o Pembantaian bangsa-bangsa Indian di benua Amerika oleh para penjajah Eropa

semenjak tahun 1492,

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. pembunuhan;

2. pemusnahan;

3. perbudakan;

4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

6. penyiksaan;

7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
yang setara;

8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari

persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau
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Poafasan lain ffang Teah Qiakui secara amversa Stbagai hal yang dilarang menurut

hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau

10. kejahatan apartheid.
(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan
rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk
memperoleh pengakuvan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan
menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh
seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga,
atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit
atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau
sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang
menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33

ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional,
terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku
kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada
konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik

internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.
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Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan

oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan
aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau
sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagar taktik perang untuk mengecoh
pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau
penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan
genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum
kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai

kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.

Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau
lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan,

perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang

dari 18 tahun.

Perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut
budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh

atau kegiatan seksual.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAM di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemantapan
budaya penghormatan hak asasi manusia melalui usaha sadar untuk menyemaikan,
menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran ke seluruh anggota
masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat disemaikan dan
ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asast manusia. Cara
dan sarana penyampaian hendaknya memperhatikan tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada
dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi
manusta memerlukan proses panjang, mengingat sifat hak asasi manusia sarat dengan nilai.
Pendidikan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat berlangsung di mana saja, kapan
saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang
rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia
vang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan
menuju masyarakat adil dan makmur.

Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih

vang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang
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pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat | Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau
saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dan siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.
Polri sebagai instrument Negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan
ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang
sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan
peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang
menjalankan tugas. Tugas penegakan hukum merupakan tugas yang sangat berat yang harus
diemban oleh seorang polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi
harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Permasalahan timbul ketika
masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas.

2. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi
sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat
menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas
pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum,
mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan
kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan
nmpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai
akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai
agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam
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infegrated criminal justice system. Dt tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai

gelapnya kasus kejahatan

Saran

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan
pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan

pelakunya.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan
kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan,
adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan
asas oportunitas.

Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik
penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas.

Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan diluar peraturan perundang-
undangan yang khusus mengatur mengenai HAM yang bertentangan dengan HAM.
Sehingga perlu melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk
hukum, KUHP dan KUHAP, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat
sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan
perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung
dengan upaya penegakan hukum.

Masih banyak, aparat penegak hukum kita yang tidak memahami persoalan HAM.

Terlebih lagt untuk menangani perkara hukum di peradilan yang pembuktiannya amat
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